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"Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan"

Dasar Hukum:

Cara Mengatasi:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 41
Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern;

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019
tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);

5. Peraturan Inspektur Jenderal Nomor KP-ITJEN 95 Tahun 2022
tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi, Tata Kerja dan
Kegiatan Inspektorat Jenderal.

Melakukan telaah temuan berdasarkan laporan hasil audit
dan laporan pengaduan secara tepat dan akurat.

Keterkaitan:

Peralatan:

1. SOP Penanganan Surat Masuk;
2. SOP Penanganan Surat Keluar di Lingkungan Inspektorat
Jenderal yang Dikelola oleh Bagian

Peringatan:

Apabila telaah temuan hasil audit tidak dilaksanakan dengan tepat,
maka surat keterangan bebas temuan tidak dapat
dipertanggungjawabkan.

1. Komputer/Laptop;
2. Printer;
3. Alat tulis kantor.
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"Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan"

Dasar Hukum: Cara Mengatasi:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem|Melakukan telaah temuan berdasarkan laporan hasil audit
Pengendalian Intern Pemerintah; dan laporan pengaduan secara tepat dan akurat.

2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 41
Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern;

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019
tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);

5. Peraturan Inspektur Jenderal Nomor KP-ITJEN 95 Tahun 2022
tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi, Tata Kerja dan
Kegiatan Inspektorat Jenderal.

Keterkaitan: Peralatan:
1. SOP Penanganan Surat Masuk; 1. Komputer/Laptop;
2. SOP Penanganan Surat Keluar di Lingkungan Inspektorat|2. Printer;

Jenderal yang Dikelola oleh Bagian 3. Alat tulis kantor.

Peringatan:

Apabila telaah temuan hasil audit tidak dilaksanakan dengan tepat,
maka surat keterangan bebas temuan tidak dapat
dipertanggungjawabkan.
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PELAKSANA MUTU BAKU
Koordinator
Sekretaris Substansi Analis LHA KETE
- AP S Hspekiug Inspektorat | Para Inspektur | Kabag. PHPHH | Pengelolaan | ITJEN, BPK, Kelengkapan Waktu Output i
Jenderal i
Jenderal Hasil BPKP
Pengawasan
6. [Memeriksa dan d . Nota Dinas Pengantar 1 jam Surat Keterangan Bebas|- Inspektur pada lingkup
konsep Surat Keterangan Bebas| Konsep Surat Temuan peng; instansi p
Temuan . Keterangan Bebas memberikan konfirmasi
Temuan bahwa pemohon bebas dari
Data/informasi temuan yang berkaitan
. temuan pada unit dengan kedinasan
kerja pemohon - Inspektur Investigasi
memberikan konfirmasi
bahwa pemohon bebas|
| temuan dari hasil penanganan
? pengaduan dan/atau hasil
audit Investigasi
7. |Memerintahkan untuk menyusun, Surat Keterangan Bebas| 15 menit . Surat Keterangan|
Surat Pengantar Surat Temuan Bebas Temuan
Keterangan Bebas Temuan }; . Disposisi Kabag.
PHPHH
8. |Menyusun konsep Surat, . Surat Keterangan| 1 jam . Surat Keterangan
Pengantar  Surat Keterangan| Bebas Temuan Bebas Temuan
Bebas Temuan r ] | | . Konsep Surat . Konsep Surat
Pengantar Surat| Pengantar Surat
Keterangan Bebas Keterangan Bebas
Temuan Temuan
. Disp Kabag.
PHPHH
9. |Memeriksa dan memberikan . Surat Keterangan| 1 jam . Surat Keterangan,
paraf konsep Surat Pengantar| Ej Bebas Temuan Bebas Temuan
Surat Keterangan Bebas Temuan . Konsep Surat| . Konsep Surat
Pengantar Surat| Pengantar Surat
Keterangan Bebas| Keterangan Bebas
Temuan Temuan




PELAKSANA MUTU BAKU
Koordinator
Sekretaris Substansi Analis LHA
R KETERANGAN
NO HRAINFROSEDD l;‘s":k':]" Inspektorat | Para Inspektur | Kabag. PHPHH | Pengelolaan | ITJEN, BPK, Kelengkapan Waktu Output
s Jenderal Hasil BPKP
Pengawasan
10. |- Memeriksa, menandatangani, 1. Surat Keterangan 1 jam . Surat Keterangan|Penomoran dan pengiriman
dan menyampaikan Surat| Bebas Temuan Bebas Temuan surat dilaksanakan
Pengantar dan Surat Keterangan 2. Konsep Surat . Surat Pengantar|berdasarkan SOP Penanganan
Bebas Temuan kepada pemohon Pengantar Surat Surat Keterangan|Surat Keluar di Lingkungan
- Melaporkan terkait penerbitan Keterangan Bebas| Bebas Tt Insp at Jenderal yang
Surat Keterangan Bebas Temuan Temuan Dikelola oleh Bagian
11. |Menerima Laporan Penerbitan 1. Surat Keterangan| 30 menit . Surat Keterangan
Surat Keterangan Bebas Temuan { Bebas Temuan Bebas Temuan
2. Surat Pengantar . Surat Pengantar;|
Surat Keterangan Surat Keterangan

Bebas Temuan

Bebas Temuan




